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ABSTRACT

Semarang City experiences an annual increase in waste volume, with waste processing still
relying on open dumping, which is ineffective in reducing landfill waste. Waste to Energy
management in Semarang through the Public Private Partnership scheme offers an innovative
solution to address waste issues and the demand for renewable energy. This study aims to
analyze the implementation of Public Private Partnership in the development of the Waste to
Energy project in Semarang using Matos & Gongalves’ (2020) framework, which includes
regulatory and legislative aspects, organizational factors, stakeholder participation and
engagement, transparency and accountability, budget achievement, and monitoring systems.
Additionally, this study applies Xiong et al.'s (2019) supporting factors theory, emphasizing
trust and communication in PPP implementation. A qualitative descriptive method was
employed, with data collected through interviews, documentation, and observation. The
findings indicate that clear regulations and legislative support are crucial for project
sustainability. Strong organizational factors and active stakeholder involvement enhance the
effectiveness of Public Private Partnership implementation. However, challenges such as lack
of transparency, budget constraints, and insufficient expertise remain obstacles. Effective
communication are proven to be key supporting factors in improving coordination and project
continuity. This study concludes that the success of Public Private Partnership in Waste to
Energy management in Semarang depends on a balance between supportive regulations, active
stakeholder participation, and strong transparency and accountability mechanisms.
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ABSTRAK

Kota Semarang mengalami peningkatan volume sampah setiap tahun, metode pemrosesan
sampah masih bergantung dengan Open Dumping sehingga tidak signifikan dalam mengurangi
volume sampah di TPA. Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Semarang
melalui skema Public Private Partnership menjadi solusi inovatif dalam mengatasi
permasalahan sampah dan kebutuhan energi terbarukan di Kota Semarang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Public Private Partnership dalam pembangunan
proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Semarang menggunakan
teori Matos & Gongalves (2020) yang mencakup aspek regulasi dan legislatif, faktor-faktor
organisasi, partisipasi dan keterlibatan stakeholders, transparansi dan akuntabilitas,
ketercapaian anggaran, dan sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
teori faktor pendukung dari Xiong et al (2019) yang menyoroti kepercayaan dan komunikasi
dalam pelaksanaan Public Private Partnership. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan dukungan legislatif
menjadi aspek penting dalam keberlanjutan proyek. Faktor organisasi yang kuat serta
keterlibatan aktif stakeholders turut meningkatkan efektivitas implementasi Public Private
Partnership. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran, dan
tenaga ahli yang belum optimal masih menjadi kendala. Komunikasi yang efektif terbukti
menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan koordinasi dan kelangsungan proyek.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Public Private Partnership dalam
Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Semarang sangat bergantung pada
keseimbangan antara regulasi yang mendukung, partisipasi aktif stakeholders, serta mekanisme
transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

Kata Kunci: Public Private Partnership, Pengelolaan Sampah, Energi Listrik, Kota Semarang



PENDAHULUAN

Pembangunan di banyak negara
merupakan hal yang penting bagi masyarakat
(Koontza & Thomas, 2018). Pembangunan
tersebut tidak hanya dimaknai dari segi
ekonomi dan sosial tetapi juga dari segi
ekologi, yaitu berkaitan dengan kepedulian
terhadap nilai kelestarian lingkungan hidup.
Lingkungan hidup merupakan modal yang
sangat penting sebagai sumber daya alam
dalam pembangunan, namun seiring dengan
perkembangan zaman yang saling bersaing
satu sama lain dalam memperbesar
keuntungan, menjadikan aspek lingkungan
hidup semakin dikesampingkan. Salah satu
dampak besarnya adalah tingginya jumlah

sampah, yang merupakan masalah bagi

Negara Indonesia dan hampir setiap negara di

dunia. Akibat meningkatnya aktivitas
ekonomi dan pertumbuhan penduduk,
produksi sampah di Negara Indonesia

semakin meningkat di kota besar. Saat ini isu
masalah sampah di Negara Indonesia menjadi
permasalahan yang tidak bisa lagi dihadapi
dengan menggunakan paradigma lama yang
hanya mengandalkan pengumpulan,
pengangkutan, dan pembuangan (Kurniawan,

2016).

Volume sampah dari rumah tangga,
pedagang makanan, fasilitas umum, dan
industri skala kecil berkontribusi terhadap
sampah yang dihasilkan oleh aktivitas

masyarakat, terutama di perkotaan (Rakhman

et al., 2022). Dampak buruk terhadap

lingkungan, meningkatnya kebutuhan akan
tempat pembuangan akhir, dan tingginya
produksi sampah merupakan permasalahan
akibat  dari

muncul  sebagai

yang
meningkatnya

perkotaan (Setiadi, 2015).

populasi  pemukiman di

Berdasarkan  penelitian ~ Kardono
(dalam Agustina et al., 2017), disebutkan
bahwa permasalahan pengelolaan sampah di
Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang
dilihat dari lima indikator antara lain (1)
Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan;
(2) Tingkat pelayanan pengelolaan sampah
masih rendah; (3) Terbatasnya lahan TPA; (4)
Lembaga pengelola sampah; dan (5)
Permasalahan biaya. Kota Semarang sebagai
Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang jumlah
penduduknya pada tahun 2023 mencapai 1,6
juta jiwa pun tak luput dari permasalahan
sampah. Berdasarkan data, laju pertambahan
jumlah penduduk setiap tahun seperti gambar

di bawah ini:

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
860.000 856.306

850,000
£40.000 836.779 838,670 838.437
830.000 _
B19.785 821.305
820.000
£10.000 I
800,000

2021 2022 2023
Kota Semarang

B Laki-laki @ Perempuan

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Setiap tahunnya volume sampah

harian Kota Semarang meningkat karena



jumlah penduduk kota yang terus meningkat.
Peningkatan jumlah penduduk ini, bersama
dengan pola konsumsi masyarakat yang
semakin  beragam, berkontribusi pada
timbulnya berbagai jenis sampah. Pola hidup
konsumtif tersebut menyebabkan peningkatan
volume sampah secara keseluruhan (Ariyani

et al., 2022).

Timbulan Penanganan

Sampah Sampah

Tahunan Tahunan

(Ton) (Ton)

456.873,35 356.782,59
466.010,79 350.027,70
430.749,75 319.718,10
431.085,22 314.187,98
431.534,65 310.739,85
2.216.253,76  1.651.447.22

Timbulan
Daerah Tahun Sampah
Harian (Ton)

2019 1.251,71
2020 1.276,74
2021 1.180,14
2022 1.181,06
2023 1.182,29
Total 6.071,94

Sumber: SIPSN, 2024

Kota
Semarang

Sejak tahun 1992, seluruh sampah
Kota Semarang dikelola di TPA Jatibarang.
Namun, lahan TPA seluas 42 hektar ini sudah
dinyatakan overload sejak tahun 2021, baik
dengan metode Sanitary Landfill maupun
Open Dumping. TPA Jatibarang masih
menghadapi permasalahan akibat
penumpukan sampah yang sudah Overload,
padahal penggunaan metode Sanitary Landfill
maupun Open Dumping dianggap sebagai
solusi pengelolaan sampah yang efisien dan
efektif (Pramesti et al., 2023). Pada tahun
2021, Kota Semarang menghasilkan 1.180 ton
sampah per hari, dengan 319.375 ton sampah
per tahun diangkut ke TPA. Pada tahun 2022,
jumlah produksi sampah meningkat menjadi
1.181 ton per hari dan sampah yang diangkut
ke TPA juga naik menjadi 313.890 ton per

tahun.

Pemerintah Kota Semarang segera
merealisasikan pembangunan proyek PSEL di
TPA Jatibarang untuk mengatasi penumpukan
sampah. Menurut Wali Kota Semarang
Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam Espos.id
(2024) Proyek Strategis Nasional (PSN)
mencakup inisiatif PSEL. Melalui skema
KPBU, terdapat 12 kota di Indonesia,
termasuk Kota Semarang, akan membangun
fasilitas PSEL. Menurutnya, proyek PSEL
berbeda dengan PLTSa. PLTSa merupakan
inovasi dengan sistem Sanitary Landfill dan
Control Landfill. Limbah padat yang masih
ada ditutup menggunakan membran untuk
mengurangi potensi longsor, sedangkan
proyek PSEL akan mengurangi tumpukan
sampah karena sampah dimasukkan ke
insenetator dan dibakar di dalamnya. Namun,
ditemukan bahwa proyek PSEL di Kota
Semarang, ditemukan bahwa realisasi
pelaksanaannya tidak sesuai dengan timeline
yang telah dirancang sebelumnya. Akibat dari
keterlambatan tersebut, target operasional
yang awalnya direncanakan dapat tercapai
dalam jangka waktu tertentu mengalami
penundaan  yang

signifikan  sehingga

menimbulkan berbagai konsekuensi,
termasuk meningkatnya volume sampah yang
belum tertangani secara optimal. Menurut
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang dilansir melalui Kompas.com

menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Kota
Semarang menargetkan pembangunan proyek

PSEL akan dibangun di TPA Jatibarang pada
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2024 mendatang. Pada 2025 akan siap
beroperasi untuk mengubah 1.000 ton sampah

per hari menjadi listrik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis
tertarik  untuk  melakukan  penelitian
bagaimana PPP pada PSEL di Kota

Semarang? dan apa saja pendukung dalam

pelaksanaan PPP pada PSEL di Kota
Semarang?. Kedua hal tersebut akan dianalisis
oleh peneliti untuk mengidentifikasi faktor
pendukung pelaksanaan PPP pada PSEL
berdasarkan tata kelola yang dilakukan oleh

pemerintah.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan di
penelitian ini, yaitu metode kualitatif dengan
untuk

pendekatan  deskriptif digunakan

mengetahui dan menggambarkan proses
pelaksanaan Public Private Partnership pada
pembangunan PSEL di Kota Semarang.
Metode ini dapat digunakan untuk menggali
data dengan memperoleh pengalaman
maupun pendapat dari sumber data kemudian
hasil atau laporan penelitian ini akan
menggambarkan suatu fenomena yang terjadi
secara sistematis, akurat, dan berdasarkan
fakta yang ada di dalam proses pelaksanaan

Public Private Partnership.

Teknik yang digunakan untuk memilih
subjek penelitian/informan adalah teknik
purposive sampling. Subjek dari penelitian ini

adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses

pelaksanaan Public Private Partnership pada
pembangunan PSEL di Kota Semarang.
Sumber data penelitian ini adalah data primer
yang didapatkan langsung dari informan dan
data sekunder yang didapatkan dari publikasi
media massa, laporan pemerintah, situs web,
dokumen, dan literatur lain. Teknik
pengumpulan data, yaitu melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Menganalisis
dan menginterpretasikan data, penulis
melakukan tahapan berupa kondensasi data,
penyajian data, klasifikasi data, dan menarik

kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini  menjelaskan  dan
menganalisis bagaimana proses pelaksanaan
Public  Private Partnership dan faktor
pendukung pelaksanaan Public Private
Partnership pada pembangunan PSEL di Kota
Semarang. Data untuk penelitian ini
dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini

mengambarkan dan menganalisis fenomena

yang ada di lapangan.
Public Private Partnership pada
Pengelolaan Sampah menjadi Energi

Listrik (PSEL) di Kota Semarang
1. Aspek Regulasi dan Legislatif

Aspek Regulasi dan Legislatif adalah
regulasi atau aturan yang mendefinisikan
terkait

tanggung jawab utama institusi

dengan PPP. Hal ini memastikan bahwa
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otoritas yang bertanggung jawab dalam
proses PPP menerima instruksi yang jelas
untuk setiap proses tersebut (Matos &
Gongalves, 2020). Kebijakan atau regulasi
yang dibuat dan diterapkan  harus
diimplementasikan karena akan menjadi

tolak ukur dalam pelaksanaan proyek

kemitraan.

Percepatan  pembangunan proyek
PSEL di Kota Semarang sangat didukung
oleh peraturan peraturan penting, antara lain
RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan
dalam Perda Kota Semarang No. 6 Tahun
2021 dan RPJP Tahun 2025-2045 yang
ditetapkan melalui Perda Kota Semarang No.
7 Tahun 2024. Pembentukan ini diluncurkan
berdasarkan arahan presiden pada tahun 2016
yang bertujuan untuk mempercepat pendirian
pembangkit listrik tenaga sampah di tujuh
wilayah tertentu. Seiring berjalannya waktu,
Presiden menerapkan peraturan yang terbaru
melalui Perpres No. 35 Tahun 2018 yang
menekankan pada percepatan pembangunan
fasilitas  pengolahan  sampah  dengan
menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Sesuai arahan tersebut, Pemerintah Kota
Semarang di bawah kepemimpinan Wali
Kota telah meresmikan RPJMD 2021-2026
untuk mendukung dan meningkatkan proyek
PSEL di Kota Semarang. Namun,
pembangunan proyek PSEL masih belum
berjalan untuk sampai tahap operasional

sehingga target 5 tahun yang ditetapkan pada

RPJIMD tahun 2021-2026 masih belum

diterapkan sesuai rancangan awal.

Terdapat pedoman pengajuan fasilitasi
KPBU diatur secara rinci dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
180/PMK.08 Tahun 2020 tentang penyiapan
dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU di
bidang penyediaan infrastruktur. Pada
peraturan tersebut dijelaskan bahwa tata cara
dalam pengajuan permohonan fasilitas untuk
persiapan dan pelaksanaan transaksi proyek
KPBU melalui beberapa proses. Salah satu
contoh pada tahun 2021, PPP sampai pada
penandatanganan kesepakatan induk Project
(PDF) oleh

Development  Facility

Kementerian Keuangan. Fasilitas
Pengembangan Proyek ini dilakukan setelah
mendapat persetujuan awal dari Menteri
Keuangan atas proyek KPBU yang diajukan

oleh Wali Kota Semarang.

Proses pelaksanaan PPP  dalam
penyediaan infrastruktur dirinci dalam
Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Nomor 2 Tahun 2020. Pada pasal 19 ayat 3
menyebutkan bahwa Menteri Perencanaan
akan melakukan evaluasi terhadap KPBU
yang tidak mengalami perkembangan dalam
jangka waktu 2 tahun. Namun, pembangunan
proyek PSEL di Kota Semarang memakan
waktu yang cukup lama dalam merencanakan
dan mempersiapkan pembangunan proyek

karena hambatan adanya Covid-19 dan
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Pergantian  Kepala  Daerah  sehingga

Pemerintah Kota Semarang akhirnya
mengatur ulang penetapan waktu yang

ditentukan.

Penggunaan APBD untuk 7ipping Fee
memiliki  implikasi ~ besar  terhadap
komunikasi legislatif di tingkat Pemerintah
Kota Semarang. Tipping Fee dibayarkan oleh
pemerintah kepada badan usaha untuk
pengelolaan sampah melalui APBD. Hal ini,
menjadi peran DPRD dalam mengatur
alokasi anggaran untuk pembayaran 7ipping
Fee agar sesuai dengan ketentuan yang ada.
Meskipun, APBD Kota Semarang saat ini
belum ada alokasi untuk menjalankan
pembayaran pada proyek PSEL di Kota
Semarang, tetapi pada saat masa operasi
proyek PSEL di Kota Semarang sudah
dijalankan,

lembaga  legislatif  tetap

menjalankan peran dalam pengawasan
penggunaan anggaran agar memastikan
bahwa pengeluaran sesuai dengan ketentuan

yang berlaku
2. Faktor Organisasi

Faktor organisasi yang dibutuhkan
PPP adalah faktor-faktor yang
memungkinkan  hubungan yang lebih
harmonis antar sektor pemerintah. Faktor ini
menyangkut struktur, pemilihan tenaga ahli,
kontrak pihak badan usaha dalam pembagian

tanggung jawab (Matos & Gongalves, 2020).

Pemerintah Kota Semarang pada
tahun 2024 telah membentuk tim untuk
mempersiapkan pembangunan proyek PSEL
di Kota Semarang melalui skema KPBU.
Pembentukan tim ini dibagi menjadi 2, yaitu:
Tim Utama KPBU dan Tim Koordinasi
KPBU yang masing-masing memiliki fungsi
dan keanggotaan yang berbeda. Tim utama
KPBU di Kota Semarang dibentuk untuk
mengembangkan dan mengelola fasilitas
pengolahan dan pembuangan akhir sampah di
Kota  Semarang. Tim utama akan

bertanggung jawab terhadap proyek yang
tertuang dalam SK Wali Kota Semarang No.

000.7/296 ~ Tahun  2024. Pemenuhan
kebutuhan  fasilitas  penyiapan  dan
pelaksanaan  transaksi proyek KPBU

merupakan tujuan pembentukan tim utama.

Wali Kota Semarang membentuk tim
koordinasi kerja sama pemerintah dengan
badan wusaha proyek pembangunan dan
pengoperasian tempat pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah Kota Semarang.
Permasalahan dan kendala yang timbul
selama pelaksanaan fasilitas KPBU untuk
pengembangan dan pengoperasian Tempat
Pengolahan dan Pembuangan Akhir sampah
harus ditangani oleh tim koordinasi KPBU
Kota Semarang. Hal ini, tertuang dalam SK
Wali Kota Semarang No. 000.7/403 Tahun
2024 bahwa Tim Koordinasi melaksanakan

komunikasi selama pengoperasian fasilitas

untuk memastikan semua pihak terkait yang



berpartisipasi dalam pembangunan dan

pengoperasian.

Meskipun terdapat perubahan
nomenklatur pada SK Wali Kota Semarang
sebelumnya bahwa arahan dari Kementerian
Keuangan  tidak  disarankan  untuk
menyebutkan spesifik output Instalasi PSEL
di Kota Semarang dari hasil pembakaran
sampah. Namun, penempatan tim KPBU
Kota Semarang masih terus berjalan dan
saling  berkoordinasi  antar  Instansi
Pemerintah dengan menjalankan tanggung

jawab dan fungsi masing-masing instansi.

Kualitas sumber daya manusia
Pemerintah Daerah sering kali belum cukup
untuk mengelola proyek PPP yang begitu
kompleks

sehingga diperlukan

pendampingan lebih lanjut untuk
pelaksanaan proyek PSEL. Kenyataan pada
lapangan mengidentifikasi adanya
permasalahan terkait pelaksanaan seperti
pembuatan dokumen Outline Business Case
(OBC) dan transaksi dengan badan usaha.
Hal ini mengidentifikasi bahwa meskipun
struktur organisasi sudah jelas, pemahaman
terhadap proses teknis dalam pembuatan
dokumen masih menjadi tantangan. Sejak
tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang telah
menyusun dokumen Pra-Studi Kelayakan
sebagai langkah awal dalam perencanaan
proyek strategis sehingga pada tahun 2020
dilakukan penyerahan dokumen OBC kepada
Pemerintah  Kota

Semarang  sehingga

menunjukkan  bahwa  Bappenas dan
Perusahaan KIAT berperan besar untuk
memastikan  pembangunan  infrastruktur
mengikuti semua pedoman dan peraturan di

awal proyek.

Kesetaraan kedudukan dalam
pembagian tanggung jawab pada proyek
PSEL Kota Semarang dapat dicapai dan
didukung karena salah satu faktornya berasal
dari dokumen kerja sama yang akan disusun
ketika sudah memasuki tahap transaksi
dengan badan usaha. Hal ini dibuktikan
bahwa  Pemerintah  Kota  Semarang
membutuhkan fasilitas pendukung untuk
pembangunan proyek PSEL bisa berjalan
lancar tanpa hambatan operasional karena
keterbatasan infrastruktur. Hal ini karena
badan usaha dan pemerintah dapat saling

berbagi tanggung jawab dan risiko.

3. Partisipasi dan Keterlibatan
Stakeholders
Memperhatikan ~ keinginan  para

stakeholders seperti masyarakat, organisasi
non-pemerintah, dan media dalam PPP

adalah salah satu faktor kunci untuk

memastikan  prinsip-prinsip  demokratis
(Matos & Gongalves, 2020).
Partisipasi dan Keterlibatan

stakeholders juga terjadi pada tahap
perencanaan awal pembangunan proyek.
WALHI Jawa Tengah sebagai organisasi

lingkungan hidup yang cukup besar di



Indonesia memberikan masukan terkait

pembangunan  proyek PSEL  dengan
mengajak partisipan yang berasal dari
berbagai elemen seperti pegiat bank sampabh,
organisasi masyarakat sipil, organisasi
pecinta alam, jurnalis, dan mahasiswa untuk
mendiskusikan masalah sampah perkotaan

dengan menghadirkan pemangku kebijakan.

Beberapa poin hasil diskusi adalah
permasalahan manajemen sampah perkotaan
dan rencana penanggulangannya salah
satunya berkaitan Pemerintah Kota Semarang
menjadikan pembangunan proyek PSEL di
TPA Jatibarang sebagai salah satu upaya
untuk

mempertimbangkan  penggunaan

teknologi  insinerator untuk mengatasi
masalah sampah. Pembangunan proyek
PSEL  menghadapi  kendala  terkait
keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah
dan membutuhkan perencanaan yang matang
dan detail terkait pembiayaan, pembagian
risiko, dan lain sebagainya. Saat ini, Kota
Semarang memfokuskan untuk mengurangi
volume sampah di TPA Jatibarang (Zero
Waste). Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Semarang memastikan bahwa pada saat
operasional proyek PSEL akan selalu
didampingi oleh tenaga ahli lingkungan

untuk memantau pelaksanaan proyek.

Terdapat konsultasi publik kepada
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota
Semarang untuk membahas pembangunan

proyek PSEL agar dipastikan tidak ada

hambatan faktor sosial yang dialami
masyarakat, salah satunya penggunaan lahan
tanah untuk pembangunan fasilitas proyek.
Pembangunan  proyek  untuk = PSEL
membutuhkan sekitar 11 hektar lahan yang
dibagi

untuk  beberapa pembangunan

fasilitas.

Berkaitan keterlibatan pemerintah
daerah dan pusat menjadi pendukung untuk
mewujudkan pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan, partisipasi pemerintah
pusat dan daerah menjadi elemen kunci
dalam skema PPP. Bappenas mendukung
penawaran untuk setiap proyek yang
menggunakan skema KPBU masuk kedalam
PPP Book Bappenas, adanya PPP Book
bertujuan untuk menarik minat investor dan
meyakinkan badan usaha bahwa proyek-
proyek pemerintah yang disebutkan akan
dilaksanakan  dengan skema KPBU.
Pembangunan proyek PSEL Kota Semarang
hanya masuk ke dalam PPP Book Tahun
2020, hal ini menjadi pertimbangan bahwa
terjadi  keterlambatan  pada  proses
pembangunan proyek. Pemerintah Kota
Semarang saat ini mengajukan surat

permohonan  kepada Bappenas untuk
memasukkan proyek PSEL ke dalam PPP
Book Tahun 2025 sebagai salah satu
komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk
menjalankan pembangunan proyek tersebut.
Sedangkan, DPMPTSP Prov. Jawa Tengah

memberikan dukungan melalui website



Central Java Investment Platform sehingga
proyek pembangunan PSEL di Kota
Semarang dipromosikan ke dalam platform
sebagai salah satu langkah untuk menarik
minat investor asing untuk mendukung

pembangunan proyek.
4. Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Boateng et al (dalam Matos
& Gongalves, 2020) informasi proyek
dianggap transparan jika publik dapat dengan
jelas melihat dan memahami informasi
tersebut sehingga mereka dapat menarik
kesimpulan yang akurat tentang proyek dan
dampaknya yang pada akhirnya

meningkatkan proses akuntabilitas.
Transparansi dalam sebuah kemitraan dapat
diartikan sebagai seluruh pihak yang
melakukan kemitraan atau kerja sama dan
memiliki kepentingan mengharuskan untuk
membuka akses data atau informasi.
Akuntabilitas dalam kemitraan juga menjadi
tolak ukur yang akan menunjukkan
keseriusan pihak dalam mencapai tujuan

bersama.

Transparansi dan akuntabilitas dalam
sebuah PPP  sangat

proyek PSEL di Kota

penting  pada
pembangunan
Semarang agar adanya transparansi informasi
kepada publik melalui platform resmi
pemerintah, akuntabilitas terkait kinerja

pembangunan proyek, transparansi internal

antara Pemerintah Kota Semarang dengan

badan usaha.

Transparansi  dalam  penyediaan
informasi mengenai PSEL di Kota Semarang
menjadi aspek penting untuk memastikan
akuntabilitas

keterlibatan  publik serta

pemerintah dalam membangun
pembangunan proyek yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan. Salah satu bentuk
transparansi tersebut adalah melalui platform
resmi pemerintah, yaitu website
PSEL.Kotasemarang.co.id yang dibuat untuk
menjadi sumber informasi bagi publik
mengenai  perkembangan pembangunan
proyek. Melalui platform ini, nantinya publik
dapat mengakses informasi terkait capaian
yang telah diraih dalam pembangunan proyek
ini. Namun, perkembangan website tersebut
masih dalam tahap pembuatan dan perbaikan

sehingga belum dapat diakses oleh publik.

Adanya transparansi dalam pelaporan
kinerja pembangunan proyek PSEL di Kota
Semarang belum sepenuhnya dijalankan. Hal
ini dibuktikan bahwa informasi mengenai
perkembangan  proyek = PSEL  sudah
disebarluaskan ke publik melalui dari
berbagai platform, salah satunya melalui situs
website resmi Pemerintah Kota Semarang.
Keterbukaan informasi yang disampaikan
lebih berfokus pada hal-hal umum seperti
gambaran proyek, waktu pelaksanaan, dan
isu strategis tanpa memberikan penjelasan
lebth  mendetail

mengenai  spesifik
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pelaksanaan proyek, keterlambatan, atau
dampak pandemi Covid-19. Meskipun media
massa telah melaporkan perkembangan
proyek, tidak semua informasi disampaikan
secara detail kepada masyarakat,
menyebabkan terbatasnya akses publik dalam
memantau pelaksanaan proyek. Hal ini juga
berdampak pada aspek akuntabilitas, di mana
kejelasan laporan terkait perkembangan

proyek PSEL tidak dibuka untuk publik.

Transparansi internal antara
pemerintah dan badan usaha pada proyek
PSEL di Kota Semarang mengikuti arahan
yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas No. 2 Tahun 2020 yang
menguraikan kerangka kolaborasi antara
pemerintah dan badan wusaha untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur
yang mencakup pembangunan energi
terbarukan seperti proyek Pengolahan PSEL
di Kota Semarang yang dibagi berdasarkan
laporan tahapan proyek, yaitu sebelum masa

konstruksi dan selama masa konstruksi.
5. Ketercapaian Anggaran

PPP yang bersifat jangka panjang sulit
disesuaikan dengan proses anggaran tahunan
karena potensi, perubahan biaya. Estimasi
biaya yang harus akurat dan transparan,
mencakup semua potensi biaya untuk

menjaga tanggung jawab fiskal. Menurut

OECD (dalam Matos & Gongalves, 2020)
Pemerintah juga perlu menjaga integritas
pengadaan dengan memastikan otoritas
memiliki keterampilan dan wewenang yang

memadai.

Penggunaan APBD Kota Semarang
dalam skema PPP dilakukan dengan tujuan
utama untuk mendukung pengadaan lahan
serta penyusunan dokumen kajian yang
diperlukan dalam proyek-proyek strategis
daerah. Pengadaan lahan menjadi aspek
penting dalam pembangunan infrastruktur,

mengingat bahwa ketersediaan lahan yang

memadai akan menentukan kelancaran
pelaksanaan  proyek tanpa  hambatan
administratif atau sosial yang dapat

menghambat realisasi pembangunan.

Hal ini dilihat dari website Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota
Semarang, terdapat akses terhadap informasi
jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi
untuk kajian persiapan pelaksanaan PSEL di
Kota  Semarang

menunjukkan  paket

pekerjaan, yaitu kajian persiapan
pelaksanaan PSEL di Kota Semarang dalam
rangka mendukung pembangunan proyek
dengan anggaran sekitar 60 juta untuk
pembuatan kajian sehingga mencerminkan
upaya Pemerintah Kota Semarang dalam
melakukan kajian persiapan pelaksanaan
PSEL karena Pemerintah Kota Semarang
menjadi salah satu kota yang diinstruksikan

dalam pembangunan proyek tersebut.
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Investasi yang dibutuhkan akan

ditentukan berdasarkan teknologi yang
disajikan oleh badan usaha selama proses
pengajuan penawaran lelang. Hasil investasi
akan diperoleh melalui 7ipping Fee dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
Pemerintah Kota Semarang. Adanya, Tipping
Fee sebagai pembayaran rutin oleh
Pemerintah Kota Semarang kepada badan
usaha  untuk  ketersediaan  layanan
infrastruktur yang sesuai dengan kualitas atau
persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian
KPBU. Estimasi besaran 7ipping Fee sekitar
200 miliar/tahun yang perlu dibayarkan
kepada badan usaha dan akan meningkat
3,30% setiap tahunnya. Dalam hal ini,
pembayaran 7ipping Fee kepada badan usaha
akan memberatkan APBD Kota Semarang
sehingga dibutuhkan bantuan VGF dari
Kementerian Keuangan. Dukungan Viability
Gap Fund (VGF) merupakan alokasi
keuangan pemerintah dalam bentuk tunai
yang ditujukan untuk menutupi sebagian
biaya konstruksi proyek KPBU yang
menunjukkan kelayakan ekonomi namun
menghadapi tantangan kelayakan finansial.
Adanya, ketidakmampuan  pembayaran
Tipping Fee berdampak signifikan pada

kegagalan proyek dan penghentian dukungan
6. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan mencakup atribut

yang diperlukan untuk meminimalkan

asimetri informasi antara Instansi

Pemerintah, agar adanya penyalarasan

kepentingan yang lebih besar antar Instansi,

mencegah tindakan korupsi dan

penyalahgunaan tujuan selama proyek

berlangsung (Matos & Gongalves, 2020).

Sistem pengawasan mencakup atribut

yang diperlukan untuk meminimalkan

asimetri informasi antara Instansi

Pemerintah, agar adanya penyalarasan

kepentingan yang lebih besar antar Instansi,

mencegah tindakan korupsi dan
penyalahgunaan tujuan selama proyek
berlangsung.

Mekanisme pengawasan terhadap

skema PPP dalam proyek PSEL di Kota
Semarang dilakukan oleh Inspektorat Kota
Semarang dan BPKAD Kota Semarang
sebagai bagian dari upaya memastikan
akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
proyek. Inspektorat sebagai lembaga
pengatur yang memantau pelaksanaan tugas
Pemerintah Daerah. Peran tersebut meliputi
mendukung Wali Kota dalam mengawasi
urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah, serta tanggung jawab
lain yang diberikan oleh pemerintah pusat

atau provinsi kepada pemerintah daerah.

Pembangunan proyek PSEL di Kota
Semarang dilakukan oleh Inspektorat dalam
melakukan audit internal dan
mengidentifikasi proses pelaksanaan proyek

yang dapat menghambat jalannya proyek.
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Sementara itu, BPKAD Kota Semarang
memiliki tanggung jawab dalam memantau
pelaksanaan dalam proyek PSEL. Sesuai
dengan SK Wali Kota Semarang Nomor
000.7/296 Tahun 2024 bahwa BPKAD Kota
Semarang masuk ke dalam susunan tim
dalam pembangunan proyek yang melibatkan
Kepala Sub bidang Pembinaan, Pengawasan

dan Pengendalian.

Pembangunan proyek PSEL dilakukan
melalui sistem evaluasi dan pemberian saran
secara berkala oleh BPKAD Kota Semarang.
Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan setiap
triwulan untuk memastikan bahwa proyek
berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
BPKAD Kota Semarang bertanggung jawab
dalam mengkaji laporan perkembangan
proyek yang disampaikan oleh Instansi Kota
Semarang berwenang, kemudian
memberikan rekomendasi yang bertujuan
untuk  meningkatkan  efisiensi  dan
keberlanjutan proyek. Selain itu, pengawasan
ini  juga Dberfungsi sebagai  bentuk
akuntabilitas pemerintah dalam memastikan
bahwa pelaksanaan pembangunan proyek
sesuail

dengan tahapan-tahapan yang

direncanakan

Faktor Pendukung Pelaksanaan Public
Private Partnership pada Pengelolaan
Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di

Kota Semarang

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah elemen penting
dalam menciptakan stabilitas hubungan antar
aktor dalam kerja sama PPP. Fasilitas Project
Development Facility (PDF) yang dibangun
untuk proyek KPBU pembangunan proyek
PSEL di Kota Semarang menunjukkan
komitmen  Pemerintah  Pusat  yang
disampaikan melalui Kementerian Keuangan

pembangunan

KPBU.

dalam mendorong

infrastruktur  dalam  kerangka
Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian
Keuangan ini membantu PJPK dalam
penyusunan  pra-studi  kelayakan  dan
dokumen lelang, serta membantu PJPK
dalam melaksanakan transaksi proyek KPBU
untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga
keuangan. PDF yang diawasi oleh
Kementerian Keuangan dirancang untuk
meningkatkan, mengatur, dan menyatukan
proses pemberian dukungan fiskal untuk
proyek-proyek KPBU. Hal ini mencakup
dukungan terhadap kelayakan, jaminan
terkait infrastruktur, mekanisme
pengembalian investasi, dan pembayaran
ketersediaan layanan yang menjamin proses
implementasi yang efisien dan efektif.
Pemberian PDF mengikuti tahapan mulai
dari pengajuan usulan oleh PJPK, evaluasi
kelayakan oleh Kementerian Keuangan, dan
penyusunan dokumen yang diperlukan untuk

proses pelelangan.

Kepercayaan yang terbangun dalam

pembangunan proyek PSEL di Kota
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Semarang sangat penting untuk menjamin

pelaksanaan tahapan proyek. Adanya,
Peraturan Daerah yang mengatur KPBU
untuk proyek PSEL di Kota Semarang
memberikan kepastian hukum dan menjamin
kesinambungan pelaksanaan proyek kerja
sama. Tujuan utama adanya Peraturan Daerah
untuk memberikan kepercayaan kepada
publik serta menjamin kesinambungan
proyek tersebut. Namun, belum tersedianya
Peraturan Daerah khusus yang mengatur
skema KPBU dalam proyek PSEL di Kota
Semarang menjadi salah satu kendala dalam
proses pelaksanaannya, meskipun secara
timeline, penyusunan regulasi tersebut telah
dirancang sebelumnya. Ketiadaan regulasi ini
berpotensi menghambat kepastian hukum
serta  mengurangi  kepercayaan  bagi
masyarakat dan daya tarik bagi investor yang
ingin berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Padahal dengan adanya timeline yang telah
disusun, regulasi tersebut sudah bisa diproses
dan disahkan ~ untuk  mempercepat
implementasi proyek PSEL yang dinilai
strategis dalam mengatasi permasalahan

sampah di Kota Semarang.
2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dapat
memperkuat kerja sama dan membangun
kepercayaan yang berpotensi meningkatkan
partisipasi dan komitmen dari para pihak
(Xiong et al.,, 2019). Komunikasi dalam

pembahasan terkait pembangunan proyek

PSEL di Kota Semarang dilakukan dengan
koordinasi antara Bappeda Kota Semarang
dan DLH Kota Semarang untuk memastikan
perencanaan dan pelaksanaan proyek
berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku
serta memperhatikan aspek lingkungan.
Koordinasi antara kedua instansi ini sangat
penting untuk mengharmonisasi kebijakan
pembangunan dengan upaya perlindungan
lingkungan, mengingat proyek PSEL
berpotensi memberikan dampak terhadap
ekosistem sekitar. Melalui pertemuan rutin,
diskusi teknis, serta kajian bersama, Bappeda

Kota Semarang dan DLH Kota Semarang

berupaya  menyelaraskan  kepentingan
pembangunan dengan keberlanjutan
lingkungan
KESIMPULAN

Pelaksanaan PPP yang terjalin pada
PSEL di Kota Semarang menerapkan prinsip
PPP yang dikemukakan oleh Matos &
Gongalves (2020). Aspek regulasi dan
legislatif memainkan peran penting dalam
pelaksanaan pembangunan proyek PSEL di
Kota Semarang. Regulasi yang mendukung
proyek PSEL di Kota Semarang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan
daerah, seperti RPJMD dan RPJP. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah
daerah telah memberikan dasar hukum bagi
pelaksanaan proyek PSEL di Kota
Semarang. Pelaksanaan PSEL di Kota

Semarang mengacu pada standar dan
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prosedur yang telah ditetapkan oleh
Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Meskipun, standar dan prosedur regulasi
sudah ada, implementasi di lapangan
mengalami keterlambatan. Padahal, proyek
ini  hanya memiliki jangka  waktu
pelaksanaan selama empat tahun. Legislatif
berperan dalam pembahasan mekanisme
pembayaran Tipping Fee melalui APBD.
Proses ini memerlukan koordinasi yang erat
antara Pemerintah Kota Semarang dan
DPRD agar skema pendanaan yang
digunakan dapat berjalan dengan efektif dan

sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Faktor organisasi dalam PPP pada
pelaksanaan pembangunan proyek PSEL
Kota Semarang menunjukkan bahwa
implementasi telah diatur melalui Surat
Keputusan Wali Kota. Struktur organisasi
yang dibentuk terdiri dari tim utama, tim
koordinasi, dan tim sekretariat yang masing-
masing memiliki peran dalam memastikan
kelancaran  proyek. @ Dalam  proses
pelaksanaan PSEL, pemilihan personel atau
tenaga ahli sangat penting untuk memastikan
perencanaan yang matang. Pemerintah Kota
Semarang bekerja sama dengan perusahaan
KIAT dalam penyusunan dokumen OBC
yang menjadi acuan utama dalam
pengambilan keputusan proyek ini. Selain
itu, pembagian tanggung jawab antara
pemerintah dan badan usaha dilakukan

secara proporsional sesuai dengan prinsip

PPP di mana sektor swasta berperan dalam
pendanaan, pembangunan, dan
pemeliharaan, sedangkan Pemerintah Kota
Semarang bertanggung jawab dalam
pengadaan tanah dan pasokan sampah.
Adanya struktur ini, proyek PSEL di Kota
Semarang diharapkan dapat berjalan secara

efektif dan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam
PPP pada pelaksanaan pembangunan proyek
PSEL di Kota Semarang menunjukkan
bahwa, aspek transparansi dan akuntabilitas
dalam proyek ini masih perlu ditingkatkan.
Transparansi kepada publik masih belum
optimal karena belum adanya platform resmi
yang menyediakan  informasi detail
mengenai proyek PSEL. Platform yang
tersedia dari pemerintah hanya menyajikan
gambaran umum tanpa rincian yang cukup
untuk memantau perkembangan proyek.
Selain itu, meskipun pelaporan Kkinerja
dilakukan melalui website Pemerintah Kota
Semarang, informasi mengenai progres
proyek belum disajikan secara jelas, padahal
proyek ini  sebelumnya  mengalami
kemunduran. Transparansi internal antara
pemerintah dan badan usaha cukup terjaga
melalui pemberian laporan rutin, baik
sebelum maupun selama masa konstruksi.
Namun, keterbukaan terhadap publik tetap

menjadi tantangan utama yang harus

diperbaiki guna memastikan akuntabilitas
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dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap proyek PSEL.

SARAN

1.

Pemerintah Kota Semarang harus
mengadopsi sistem Monitoring And
Evaluation yang lebih efektif dalam
pelaksanaan proyek. Dengan adanya
pemantauan berkala, hambatan yang
muncul dapat segera diidentifikasi dan
diselesaikan dalam waktu yang lebih
singkat

Pemerintah Kota Semarang
mengadakan pendidikan dan pelatihan
mengenai penyiapan proyek Public
Private Partnership untuk pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota agar
penyiapan KPBU di sektor lainnya
tidak selalu bergantung pada fasilitasi
dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota Semarang perlu
mengembangkan platform khusus
yang menyediakan informasi lengkap
mengenai proyek PSEL, termasuk
perkembangan terkini, kendala yang
dihadapi, serta rencana tindak lanjut.
Informasi yang disampaikan harus
mencakup laporan progres proyek
secara berkala agar masyarakat dapat
memantau pelaksanaannya dengan
jelas.

Pemerintah Kota Semarang dapat
membangun mekanisme pengawasan

yang melibatkan akademisi terkait

lingkungan dan komunitas agar lebih
transparan dan lebih cepat dalam

penanganan masalah yang dihadapi

. Pemerintah Kota Semarang perlu

segera menyelesaikan penyusunan dan
pengesahan Perda KPBU PSEL agar
proyek memiliki kepastian hukum
yang jelas. Proses ini bisa dilakukan
dengan  memperkuat  koordinasi
dengan DPRD serta mengadopsi
praktik terbaik dari daerah lain yang

telah berhasil menerapkan regulasi

serupa.

. Pemerintah Kota Semarang perlu

melakukan manajemen risiko yang
jelas dan seimbang, serta menjelaskan
tanggung jawab masing-masing pihak
untuk setiap jenis risiko yang mungkin
timbul. Kemudian, dapat disusun
dokumen manajemen risiko untuk
memastikan  pelaksanaan  proyek

PSEL.
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